
SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN
NOMOR 7 TAHUN 2O2O

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, KETUA/WAKIL
KETUA DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK

TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI TAPANULI SELATAN,

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
33 Tahun 2Ol9 tentang Pedoman Penlrusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O
sebagaimana Lampiran I Uraian Pedoman Penyusunan ABPD
TA. 2O2O Angka III Kebijakan Penyusunan APBD Nomor 2
Belanja Daerah Huruf h Belanja Barang dan Jasa Nomor 13
Huruf d, ketentuan mengenai perjalanan dinas ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a di atas, maka dipandang perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Ketua/Wakil Ketua dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak
Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Selatan.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
toe2);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 428611'

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
44OOl;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a9a);

Mengingat



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
ssse);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 20O5 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 'fah:un 2Ol9 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2076 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 lentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 201 I
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011Nomor310);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor II3/PMK.O5/2O12
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri ,dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

1 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 I 5
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 42 Tahwn 2016
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1035);

,



.)-

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penlrrsunan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2O2O (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78lPMK.O2l2019
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2O2O

(Berita Negara Rqpublik Indonesia Tahun 2019 Nomoe 567);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lemabaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor l2);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3
Tahun 20 17 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ra}ryat Daerah
Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah kabupaten Tapanuli
Selatan Tahun 2017 Nomor 287, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tapanuii Selatan Tahun Anggaran 2O2O

(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019
Nomor 3O2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Nomor 32);

20. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2018
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2Ol7 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan
(Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 20 18

Nomor 791);

21. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 24 Tal:un 2Ol7
tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 716).

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PE.IABAT NEGARA,
KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI

SIPIL SERTA PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Menetapkan
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan.

5. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas
adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah
Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

6. Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/ tinggi negara
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan
Pejabat Negara lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang

7. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri atau
diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

8. Pegawai Tidak Tetap adalah pegawai atau Tenaga Harian Lepas yang
diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan
administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

g. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau
dalam kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan
tugas dan kembali ketempat kedudukan semula di dalam negeri'

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah'

11. Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang

kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
SKPD yang dipimpinnYa.

12. Kuasa Pengguna Anggaran selanjunya disingkat KPA adalah pejabat yang

diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

13. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat
yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna

Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang

mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

14. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Pej abat Negara, Ketua/wakil Ketua dan
Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap.

15. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu
(pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
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16. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran
yang sah.

17. Perhitungan rampung adalah perhitungan biaya perjalan dinas yang
dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

18. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.
19. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
20. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administrastif di Indonesia

di bawah Provinsi.
21. Standar Biaya adalah Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan

dan Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Selatan.

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALAN DINAS

Pasal 2

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan
pertanggungiawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Ketua/Wakil
Ketua dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil serta Pegawai Tidak Tetap
yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tapanuli Selatan.

(21 Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

b. Perjalanan dinas Luar Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan; dan
(3) Pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pej abat Negara;

b. Ketua/Wakil Ketua DPRD;

c. Anggota DPRD;

d. Pegawai Negeri Sipil;
e. Calon Pegawai Negeri Sipil;
f. Pegawai Tidak Tetap dan/atau Tenaga Harian Lepas (THL).

BAB II
PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan hal-ha1 sebagai berikut:
a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang

berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan;
b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
c. efesiensi penggunaan belanja daerah;
d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan

pembebanan biaya perj alanan dinas.

Pasal 4

Perjalanan dinas dilakukan dalam rangka:

a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat padajabatan;
b. mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
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c. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap

seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat
keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;

d. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;

e. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena

mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;

f. mengikuti pendidikan dan pelatihan;

C. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jer.azah, Pejabat
Negara/ Ketua/Wakii Ketua dan Anggota DPRD serta Pegawai Negeri Sipil
yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas dari tempat
kedudukan yang terakhir sampai ke kota tempat pemakaman.

Pasal 5

(1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah atasan yang tertuang dalam
Surat Perintah Trrgas.

(2\ Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan

ditandatangani oleh:

a. Pimpinan DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan
dan Anggota DPRD;

b. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk perjalanan dinas yang

dilakukan oleh BuPati;

c. Bupati/ Sekretaris Daerah atas nama Bupati/Asisten pada Sekretariat
Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Wakil Bupati;

d. Bupati/Wakil Bupati/Asisten pada Sekretariat Daerah atas nama
sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Sekretaris
Daerah;

e. Bupati/Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang

dilakukan oleh Asisten pada Sekretariat Daerah;

f. sekretaris Daerah/Asisten pada Sekretariat Daerah untuk perjalanan

dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III dan Eselon IV pada

Sekretariat Daerah;

g. Bupati/wakil Bupati/ Sekretaris Daerah/Asisten pada Sekretariat Daerah

untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Kepala SKPD;

h. Bupati/wakil Bupati / Sekretaris Daerah/Asisten pada Sekretariat Daerah

untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon II, Pejabat

Eselon III, Pejabat Eselon IV dan Fungsional Umum/Pelaksana lintas
SKPD dan/atau lebih dari I (satu) SKPD;

i. Sekretaris Daerah/Asisten pada Sekretariat Daerah untuk pedalanan

dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV dan

Fungsional Umum/ Pelaksana pada Sekretariat Daerah;

j. kepala SKPD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh ASN pada

SKPD berkenaan;
k. sekretaris Daerah/ camat untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh

Pejabat Eselon III.b dan Pejabat Eselon IV pada Kantor Camat;

1. Sekretaris Daerah/Asisten' pada Sekretariat Daerah/Kepala Dinas

Kesehatan Daerah/Kepala UPTD Puskesmas untuk perjalanan dinas yang

dilakukan oleh ASN pada UPTD Puskesmas;
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m. Sekretaris Daerah/Asisten pada Sekretariat Daerah/Kepala Dinas
Pendidikan Daerah/Kepala Sekolah untuk perjalanan dinas yang

dilakukan oleh ASN pada sekolah.

(3) Kewenangan penerbitan Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.

(4) Surat Perintah Ttrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit
mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
a. pemberi tugas;

b. pelaksana tugas;

c. waktu pelaksanaan tugas; dan

d. tempat pelaksanaan tugas.

(5) Surat Perintah T\-rgas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Perturan Bupati ini.

(6) Surat Perintah Tlrgas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)

sebagai dasar penerbitan SPPD.

(71 SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Perturan Bupati ini.

BAB II
BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 6

(1) Perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut:
a. uang harian;
b. biaya transport;
c. biaya penginapan;

d. uang representasi;

e. sewa kenderaan dalam Kota; dan/atau
f. biaya menjemput/mengantar jenazah.

(21 uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a terdiri atas:

a. uang makan;

b. uang transport lokal; dan

c. uang saku.

(3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan
kebarangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal
bus/ stasiun / bandara/ pelabuhan keberangkatan;

b. retribusi yang dipungut di terminal bus/ stasiun/ bandara/ pelabuhan
keberangkatan dan kepulangan.

(41 Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan
biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel; atau
b. tempat menginaP lainnYa.
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(5) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya
penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan
sebagai berikut:
a. pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya penginapan sebesar 307o

(tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana
diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang Standar Satuan
Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan
secara lumpsum.

(6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat
diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon I dan Pejabat Eselon II
selama melakukan perj alanan dinas.

(7) Sewa kenderaan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

dapat diberikan kepada Pej abat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas
di tempat tujuan.

(8) Sewa kenderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk
biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak dan pajak.

(9) Biaya menjemput/mengantar lenaza}:t sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf f meliputi biaya bagi penjemput/ pengantar, biaya pemetian dan biaya
angkutan jenazah.

(10) Komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1),

digolongkan dalam 3 (tiga) tingkat, yaitu:

a. tingkat A untuk Bupati dan Wakil Bupati, Pejabat Eselon I serta pejabat
lainnya yang setara;

b. tingkat B untuk Pejabat Negara Lainnya, Pejabat Eselon II, Ketua/Wakil
Ketua dan Anggota DPRD serta Pejabat Iainnya yang setara; dan

c. tingkat C untuk Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV, Pejabat Eselon
IV/PNS Golongan III, PNS Golongan II dan Golongan I.

(2\ Biaya perjaianan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1)

diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut:

a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi
sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang
Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa
Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

b. biaya transport pegawai dibayarkan sesuai riil berdasarkan fasilitas
transport sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan
tentang Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan

Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Selatan;
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c. biaya penginapan dibayarkan sesuai riil dan berpedoman pada Peraturan
Bupati Tapanuli Selatan tentang Standar Satuan Harga, Harga Satuan
Pokok Kegiatan dan Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Tapanuli Selatan;

d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas
tertinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan
tentang Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan
Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Selatan;

e. sewa kenderaan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan
berpedoman pada Peraturan Bupati Tapanuli Selatan tentang Standar
Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisa Standar
Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;

f . biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengurusan
jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil;

g. biaya angkutan jer,azah termasuk yang berhubungan dengan
pengurusan j enazah. dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 9

Dalam hal perjalanan dinas menggunakan bus, kapal laut/sungai untuk waktu
paling kuran g 24 (d:ua puluh empat) jam, selama waktu transportasi tersebut,
kepada pelaksana perjalanan dinas hanya diberikan uang harian.

Pasal 10

Biaya perjalanan dinas dibayarkan sebelum perjalanan dinas dilaksanakan'

Dalam hal perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya perjalanan
dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah
perjalanan dinas selesai.

(1)

(2t

Pasal 8

(1) Perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan dengan biaya
perjalanan dinas yang ditanggung oleh panitia penyelenggara.

(21 Dalam hal biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar dan
sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak ditanggung oleh
panitia penyelenggara, biaya perjalanan dinas dimaksud dibebankan pada

DPA SKPD pelaksana perjalanan dinas sesuai dengan surat
pemberitahuan/ surat undangan untuk mengikuti rapat, seminar dan
sejenisnya.

(3) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan secara bersama-sama untuk
melaksanakan suatu kegiatan rapat, seminar dan sejenisnya, seluruh
pelaksana perjalanan dinas dapat menginap pada hotel / penginapan yang
sama.

(4) Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) lebih tinggi dari satuan biaya
hotel/ penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tapanuli
Selatan tentang Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan
Analisa Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli
Selatan, maka pelaksana perjalanan dinas menggunakan fasilitas kamar
dengan biaya terendah pada hotel/ penginapan dimaksud.
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, Pasal 11

(1) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang
ditetapkan dalam Surat Perintah Tugas/SPPD dan tidak disebabkan oleh
kesalahan/kelalaian, pelaksana perjalanan dinas dapat diberikan tambahan
uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kenderaan
dalam kota.

(21 Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa
kenderaan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dimintakan kepada PA/KPA/Pejabat yang didelegasikan untuk mendapat
persetujuan dengan melampirkan dokumen berupa:
a. surat keterangan kesalahan/kelalaian dari Syahbandar/Kepala

Bandara/ perusahaan jasa transportasi lainnya; dan
b. surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas.

(3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2\

PAlKPAlPejabat yang didelegasikan membebankan biaya tambahan uang
harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa kenderaan dalam
kota pada DPA SKPD berkenaan.

(4) Tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa
kenderaan dalam kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat
diberikan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e

sampai dengan huruf g.

(5) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang
ditetapkan dalam SPT/SPPD, Pelaksana perjalanan dinas harus
mengembalikan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan sewa
kenderaan dalam kota yang telah diterimanya dan disetor ke Rekening Kas
Umum Daerah.

Pasal 12

Biaya perjalanan dinas dibebankan'pada DPA SKPD berkenaan.

BAB III
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR

PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 13

(1) Pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan dalam batas pagu anggaran
yang tersedia dalam DPA SKPD berkenaan.

(21 Pembayaran biaya perjalanan dinas kepada pelaksana perjalanan dinas
paling cepat 5 (lima) hari kerja sebelum perjalanan dinas dilaksanakan.

(3) Pada akhir tahun anggaran, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dapat melebihi 5 (lima) hari kerja, menyesuaikan dengan ketentuan yang
mengatur mengenai langkah-langkah menghadapi akhir tahun.

Pasal 14

(1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya
pembatalan dapat dibebankan pada DPA SKPD yang berkenaan.

(21 Dokumen yang dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari atasan

pelaksana perjalanan dinas, atau paling rendah Pejabat Eselon II bagi
pelaksana perjalanan dinas Pejabat Eselon III ke bawah, yang dibuat
sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
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b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan perjalanan dinas yang
dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peratuan Bupati ini;

c. pernyataan/ tanda bukti besaran pengembalian biaya transport dan/atau
biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau
penginapan yang disahkan oleh PA/KPA/Pejabat yang didelegasikan.

(3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA SKPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan;
b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan

yang tidak dapat dikembalikan/ refund.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 15

( 1) Pelaksana perjalanan dinas mempertanggungjawabkan pelaksanaan
perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada
PA/ KPA/ Pejabat yang didelegasikan paling lambat 5 (lima) hari kerja
perjalanan dinas dilaksanakan.

(21 Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dengan melampirkan dpkumen berupa:
a. Surat Perintah T\rgas;
b. SPPD yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah/Asisten pada

Sekretariat Daerah atas nama Sekretaris Daerah PAlKPAlPejabat yang
didelegasikan dan pejabat di tempat tujuan pelaksanaan perjalanan dinas
atau pihak terkait yang menjadi tujuan perjalanan dinas;

c. tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi dan bukti pembayaran
moda transportasi lainnya;

d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kenderaan dalam kota berupa
kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan
usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kenderaan; dan

e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
f. laporan perjalanan dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

Pasal 16
(1) PPTK melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya

perjalanan dinas dan disampaikan kepada bendahara pengeluaran.
(2\ PPTK berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya

yang tercantum dalam daftar pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16.

(3) PAIKPA/Pelabat yang didelegasikan mengesahkan bukti pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada Bendahara
Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban.

Pasal 17
Pihak-pihak yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga
sebenarnya (markup) dan/atau perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih)
dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas yang berakibat kerugian yang
diderita oleh negara, bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang
dilakukan.
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BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli
Selatan.

Ditetapkan di Sipirok

pada tanggal 28 Januari 2O2O

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

SYAHRUL M. PASARIBU
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